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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VI111/2007 jo. Nomor 1-144/SK/KMA/1/2011, tentang keterbukaan
Informasi di Pengadilan.

Informasi yang dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini antara lain
memberi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Kisaran dan Wilayah Hukumnya, Informasi
tentang data jumlah perkara, Laporan Keuangan, dan Laporan Kepegawaian serta berbagai
pengembangan dan perubahan yang telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan
pengolahan data, penyediaan informasi bagi masyarakat dan peningkatan SDM bagi para Hakim
dan aparatur Pengadilan lainnya.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 kami harapkan dapat
memberikan informasi Kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Atas segala kekurangan baik
dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyelesaian laporan ini, kami mengharapkan saran dan

kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang.

___ KETUA
PENGADILAN NEGERI KISARAN

‘

Dr. Ulina Marbufs, S.H. M.H..
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B merupakan salah satu badan peradilan di
lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah
Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran meliputi 2 (dua) Kabuapaten Asahan dan
Batu Bara, wilayah Kabupaten Asahan sebanyak 25 Kecamatan, kecuali Kec. Tanjung Balai,
Kec. Sei Kepayang, Kec. Air Joman, Kec.Simpang Empat, Kec. Pulau Rakyat Kec. Bandar
Pulau, dan seluruh Kabupaten Batu Bara sebanyak 12 Kecamatan.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan serangkaian
kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum vyang telah
dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan
yang diterapkan tahun 2020 tersebut berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa
kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan
Negeri Kisaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2020 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kisaran
terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih
menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat
Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sesuai Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya, Pengadilan Negeri
Kisaran dari bulan Maret 2020 melaksanakan Persidangan secara Online dengan
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Aplikasi Zoom Meeting, sehingga para terdakwa tidak perlu datang ke kantor

pengadilan, cukup melaksanakan persidangan melalui Zoom Meeting.

Pengadilan Negeri Kisaran sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan Mahkamah
Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di
pengadilan secara elektronik. Tahun 2020 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-
Court. Sepanjang tahun 2020 ada 92 gugatan, 4 bantahan, 12 gugatan sederhana dan 76
permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah
menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VII1/2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 25
perkara gugatan dan bantahan yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para
pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik
panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini

mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan.
2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan
dengan dibangunnya case management system di semua lingkungan peradilan.
Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan
standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA 44/KMA/SK/111/2014
tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan
dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum
menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dibangun oleh
Mahkamah Agung RI. Di tahun 2018, manajemen perkara pada Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) semakin disempurnakan dengan terus melakukan update
sehingga per bulan Agustus 2020 Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara dengan update terbaru (SIPP) V.4.0.1.

Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang ditandai dengan telah
aktifnya e-Court pada tanggal 31 Oktober 2019 dan sudah banyak Advokat dan

Masyarakat yang sudah melalui aplikasi e-Court untuk Pendaftran Perkara.
3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2020 masih terus melakukan pembenahan

terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat
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Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor: 1-
144/KMAJ/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan
mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi:
peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI

http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan publikasi informasi perkara melalui

aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan
Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di

Pengadilan.
4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 7; 8; dan 9 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun
2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

VISI dan MISI

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas 1 B memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :
1. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KISARAN YANG AGUNG “

2. Misi
Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan N egeri Kisaran

N

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1
B memiliki Motto yaitu:
MOTTO

“BERSAMA”
BERINTEGRITAS, SANTUN, ADIL, MELAYANI dan AKUNTABEL
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BAB Il

A. KEADAAN PERKARAN DI PERADILAN UMUM
Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2020
mengalami peningkatan sekitar 37% dari tahun 2019. Berikut uraian keadaan perkara
Pengadilan Negeri Kisaran.
e Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2019 dan Tahun 2020:

Perkara Masuk 2019 Perkara Masuk

Jenis Perkara

2020
1 Pidana 977 1346
2 Pidana Cepat 67 74
3 Pidana Praperadilan 10 13
4 Pidana Khusus Anak 37 45
5 Lalu Lintas 29.423 10.903
6 Perdata Gugatan 69 97
7 Perdata Permohonan 87 129
8 Gugatan Sederhana 11 13

e Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2020:

Mengajukan
: Perkara yang
Jenis Perkara diputus 2020 Upaya I—!ukum
(Banding)

1 | Pidana 1.303 258

2 | Pidana Cepat 74 -

3 | Pidana Praperadilan 13 -

4 | Pidana Khusus Anak 46 6

5 | Perdata Gugatan 84 18

6 | Perdata Permohonan 128 -

7 | Gugatan Sederhana 12 -

e Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2020:

Jenis Perkara FEREIE FELEE UMae ng ﬂl:ll((i%
diputus 2020 | Masuk 2020  ~PoYary
(Kasasi)
1 Pidana 1.303 1.346 163
2 | Pidana Cepat 74 74 -
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3 | Pidana Praperadilan 13 13 -
4 | Pidana Khusus Anak 46 45 1
5 | Perdata Gugatan 84 97 15
6 | Perdata Permohonan 128 129 -
7 | Gugatan Sederhana 12 13 -

e Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2020:

Mengajukan
Jenis Perkara Perkara Upaya Hukum
Masuk 2020 (PK)
1 | Pidana 1.346 1
2 | Pidana Cepat 74 -
3 | Pidana Praperadilan 13 -
4 | Pidana Khusus Anak 45 -
5 | Perdata Gugatan 97 6
6 | Perdata Permohonan 129 -
7 | Gugatan Sederhana 13 -

B. PENYELESAIAN PERKARA
Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2020 mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut ini uraian keadaan perkara pada Pengadilan

Negeri Kisaran tahun 2020 :

e Jumlah Sisa Perkara yang di Putus

. . Perkara Perkara yang Sisa Keteran
Jenis Perkara Sisa Awal Masuk diputus 2020 Perkara -
2020
1 Pidana 53 1.346 1.303 96
2 Pidana Cepat - 74 74 -
3 Pidana Praperadilan 2 13 13 2
4 Pidana Khusus Anak 1 45 46 -
5 Lalu Lintas - 10.903 10.903 -
6 Perdata Gugatan 12 97 84 25
7 Perdata Permohonan 1 129 128 2
8 Gugatan Sederhana - 13 12 1

e Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

: Perkara Perkara yang Perkara yang
Jenis Perkara ¥ Masuk 2020  diputus 2020 di Putus
P Tepat Waktu

1 Pidana 53 1.346 1.303 1.303
2 Pidana Cepat - 74 74 74
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3 Pidana Praperadilan 2 13 13 13
4 Pidana Khusus Anak 1 45 46 46
5 Lalu Lintas - 10.903 10.903 10.903
6 Perdata Gugatan 12 97 84 84
7 Perdata Permohonan 1 129 128 128
8 Gugatan Sederhana - 13 12 12

e Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK
PERKARA BANDING :

A Perkara Perkara Perkara ya:(;rl'(l'a:;aak

Masuk 2020  diputus 2020 Banding .

banding

1 | Pidana 1.346 1.303 258 1.045
2 | Pidana Cepat 74 74 - 74
3 | Pidana Praperadilan 13 13 - 13
4 | Pidana Khusus Anak 45 46 6 40
5 | Perdata Gugatan 97 84 18 66
6 | Perdata Permohonan 129 128 - 128
7 | Gugatan Sederhana 13 12 - 12
PERKARA KASASI :
Perkara Perkara Perkara
Perkazrgzl\c/)lasuk diputus Kasasi yang Tidak
2020 Kasasi
1 | Pidana 1.346 1.303 163 1.140

2 | Pidana Cepat 74 74 - 74
3 | Pidana Praperadilan 13 13 - 13
4 | Pidana Khusus Anak 45 46 1 45
5 | Perdata Gugatan 97 84 7 77
6 | Perdata Permohonan 129 128 - 128
7 | Gugatan Sederhana 13 12 - 12

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI :

_ Perkara P_erkara Perkara Perkgra
Jenis Perkara Masuk 2020 diputus PK yang Tidak

2020 PK

1 | Pidana 1.346 1.303 - 1.303

2 | Pidana Cepat 74 74 - 74

3 | Pidana Praperadilan 13 13 - 13

4 | Pidana Khusus Anak 45 46 - 46

5 | Perdata Gugatan 97 84 - 84
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6 Perdata Permohonan 129 128 - 128

7 | Gugatan Sederhana 13 12 - 12

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI :

Perkara Masuk Perkara Mediasi

2020 diputus 2020

1 | Perdata Gugatan | 97 | 84 | 2 |

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASIL DIVERSI :

Perkara Masuk Perkara Berhasil

2020 diputus 2020

Diversi
1 Pidana Khusus Anak 45 46 2

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( SERTIFIKASI ISO PENGADILAN )

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan
Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam
lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi 1ISO 9001:2008 dan
diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung,
Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja
sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk
ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi
Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang
unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent —ICPE).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk
mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng
terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna
meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah

Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
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Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan
Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan
Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu
pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk
mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu,
yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyedian standar
pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan
Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal
29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (Excellent). Setelah itu, pada saat
dilakukan assesmen surveilan pertama pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan
Umum tanggal 27 November 2019 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai
tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki
diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang
merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus
dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam
perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal
dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua

yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

e POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B menyediakan Pos Layanan Bantuan Hukum untuk
membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat
surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi).
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang
menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil

di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kisaran dilaksanakan oleh LBH MEDAN
POS ASAHAN — T. BALAI — BATU BARA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang

ditandatangi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan LBH tersebut serta Surat Perintah Kerja
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Nomor W2.U11/185/KU.01.10/1/2020 tanggal 16 Januari 2020 dari PPK Pengadilan Negeri

Kisaran.

Anggaran yang dialokasikan pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran
2020 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp.
31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut adalah untuk
membayar Honor advokat/ pengacara piket yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per

jam piket. Per tanggal 31 Desember 2020 anggaran tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya.

e SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU

Tidak ada kegiatan Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri Kisaran
Kelas 1 B sepanjang tahun 2020.

e PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pengadilan Negeri Kisaran tahun Anggran 2020 tidak memiliki alokasi anggaran

pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran.

9 |Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran



BAB llI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Kisaran memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 32 (tiga
puluh dua) orang. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani, jumlah SDM tersebut
sangatlah kurang. Sejak Bendahara Penggeluaran yang Bersertifikasi Mutasi ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru hingga saat ini Pengadilan Negeri Kisaran belum memiliki
Bendahara Penggeluaran yang bersertifikasi. Pengadilan Negeri Kisaran juga tidak memiliki
Jurusita dan masih terdapat kekurangan staf pelaksana. Sehingga jumlah SDM yang ada saaat
ini sangatlah tidak ideal untuk sebuah Pengadilan Negeri Kelas 1 B yang menangani lebih
dari 1.000 perkara setiap tahunnya.

Berikut Rincian kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi Hakim dan Pegawai

pada Pengadilan Negeri Kisaran. Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel

dibawah ini;
Jabatan
1. | Dr. Ulina Marbun, SH., MH. Ketua
2. | Nelson Angkat, SH., MH. Wakil Ketua

3. | Nelly Andriani Harahap, SH., MH.
Yohana Timora Pangaribuan, SH., M.Hum.
Ahmad Adib, SH., MH.

Miduk Sinaga, SH. Hakim
Antoni Trivolta, SH.

Nelly Rakhmasari Lubis, SH., M.H.
Boy Aswin Aulia, SH.

4. | Idris, SH. Panitera

5. | Mediana Br. Tarigan, SE. Sekretaris

6. | Buyung Hardi, SH. Panitera Muda Pidana

7. |Azhar, SH. PLT. Panitera Muda Perdata

8. | Doharni Siregar. Panitera Muda Hukum

9. | Noni Aprianti Damanik, SH. Kasubbag Perencanaan, Tl & Pelaporan
10. | Muhammad Reza Lubis, SH Kasubbag Kepegawaian & Ortala
11. | Diana Romin Harahap, SH. Kasubbag Umum dan Keuangan
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12. | Darwis Tarigan, SH .

13. | Marajohan Hasibuan.

14. | Ali Ustaz . Panitera Pengganti
Helmi.
Sitiur Mala Sitorus, SH.

15. | Mhd. Saleh.
Aser Hutabarat. Jurusita Pengganti
Mursal Pahri.

16. | Imanuel Tarigan, S.Kom
Subakti, SH.
Ribka Br. Ginting.

17. | Apriyanti Mandasari Siahaan , S.Sos Staf Pelaksana

18. | Nida Syafwani Nasution , S.H

19. | Yovani Aprillya, A.Md

eMUTASI

Mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat)

orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Asal

1. | Yohana Timora Pangaribuan,
SH., M.Hum

Hakim Pengadilan Negeri
Kabanjahe Kelas IB

Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas 1B

2. | Antoni Trivolta, SH.

Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun
Kelas 11B

Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas IB

3. | Nelly Rakhmasari Lubis,
SH., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Kelas IB

Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas IB

4. | Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri
Sei Rampah 1B

Panitera Pengadilan Negeri
Kisaran

Mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima)

orang, dengan rincian sebagai berikut:
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Jabatan Asal

1. | Manarsar Siagian, S.H

Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Kisaran

Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Rantau Prapat

2. | M. Helmi Fadli Amhas,
S.H

Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Kisaran

Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Rantau Prapat

3. | Tema Ziduhu Harefa, S.H

Panitera Pengadilan Negeri
Kisaran

Panitera Pengadilan Negeri
Kaban Jahe

4. | Agnes Fransisca
Pattinama, S.H

Bendahara Pengadilan
Negeri Kisaran

Analisis Perkara Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekan Baru

5. | Anderson Sijabat, S.H.

Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Kisaran

Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Medan

ePROMOSI

Pelaksanaan promosi pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sejumlah

1 (satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan Asal

1. | Idris, S.H.

Panitera Pengadilan Negeri

Sei Rampah Kelas 11 B

Panitera Pengadilan
Negeri Kisaran Kelas 1B

ePENSIUN

Sepanjang tahun 2020 terdapat 1 (Satu) Pegawai di Pengadilan Negeri Kisaran

dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan

Masa Pensiun

1. | Arfan, S,H.

Panitera Muda

PerdataPengadilan Negeri

Kisaran

12 Oktober 2020

o DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Sepanjang tahun 2020 SDM Teknis/ Non Teknis yang mengikuti diklat adalah :

NEIE!

Tempat diklat

Lama Diklat

Diklat

Sector

Management For Public

1. | Bimbingan Teknis - Muhammad Reza | Hotel Madani Medan | 20 JP
Bidang Kepegawaian Lubis, S.H.
- Mediana Br.
Tarigan, S.E.
2. | Online Risk - Agnes Fransisca | Aplikasi Zoom 160 JP

Pattinama, S.H.
Apriyanti
Mandasari
Siahaan, S.Sos.
Mediana Br.

Meeting dan Google
Classroom, Pusdiklat
Menpim MA dan PPM
Manajemen
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Tarigan, S.E.

Bendahara Pengeluaran

Siahaan, S.Sos.

Meeting dan Google
Classroom, Badiklat
Keuangan
Kementerian keuangan

- Nida Syafwani
Nasution, S.H
3. | Pembinaan Teknis - Dr. Ulina Marbun, | Aplikasi Zoom Pembinaan
Secara Virtual S.H., M.H. Meeting dan Google Teknis Secara
- Nelson Angkat, Classroom Virtual
S.H., M.H.
-Idris, S.H., M.H.
4. | Sertifikasi Niaga -Dr. Ulina Marbun, | Aplikasi Zoom Sertifikasi
Kepailitan S.H.,, M.H. Meeting dan Google Niaga
Classroom Kepailitan
5. | Manajemen Keuangan Mediana Br. Aplikasi Zoom 160 JP
Negara Tarigan, S.E. Meeting dan Google
Classroom, Badiklat
Keuangan
Kementerian keuangan
6. | English Effective - Nida Syafwani Aplikasi Zoom 110 JP
Presentation Nasution, S.H Meeting dan Google
- Apriyanti Classroom, MA-LIA
Mandasari Siahaan, | Pajajaran
S.Sos.
7. | Metodologi Penelitian Nida Syafwani Aplikasi Zoom 110 JP
Nasution, S.H Meeting dan Google
Classroom, PPM
MANAJEMEN
8. | General Business Nida Syafwani Aplikasi Zoom 300JP
Management (GBM) Nasution, S.H Meeting dan Google
Classroom, Prasetya
Mulya
9. | Diklat Sertifikasi Apriyanti Mandasari | Aplikasi Zoom 40 JP
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN
Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 03)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat
teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. 274.700.000,- (Dua Ratus tujuh
puluh empat juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran
Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2020 tanggal 12 November 2019.
Jumlah tersebut di atas selurunhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja barang.

DIPA tersebut mengalami revisi administrasi berupa update Halaman 1lI DIPA
sebanayak 3 (tiga) kali dan penyamaan data hasil revisi POK sebanyak 1 (satu) kali tanpa
mengakibatkan perubahan atas nilai total pagu dalam rangka peningkatan efektivitas
penyerapan anggaran.

Adapun realisasi terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

BELANJA BARANG

PAGU DIPA REALISASI / PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp

1 274.700.000,- 269.763.460,- 98.20% 4.936.540,-

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2020:

Pagu Belanja Realisasi Belanja
Rp Rp
1. Belanja Barang 29.227.000,- 28.384.300 97,11
2.  Belanja Bahan 25.126.000,- 24.625.250 98,00
3. Belanja Barang Persediaan 83.447.000,- 83.335.910 99,86
4.  Belanja Jasa 31.200.000,- 31.120.000 99,74
5.  Belanja Perjalan Dinas Biasa 63.920.000,- 62.118.000 97,18
6.  Belanja Perjalan Dinas Dalam 41.780.000,- 40.180.000 96,17
Kota
Jumlah 274.700.000,- 269.763.460 98,20
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Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat non
teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. 5.798.443.000,- (Lima milyar
tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai
dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-
005.01.2.400389/2020 tanggal 12 November 2019. Jumlah tersebut di atas seluruhnya
merupakan pagu anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

DIPA tersebut mengalami 7 (tujuh) kali revisi administrasi berupa update Halaman
Il DIPA dan penyamaan data hasil revisi POK, ada penambahan Pagu dari Biro Keuangan
sehingga ada perubahan pagu anggaran, sebanyak 2 (kali) kali revisi penambahan pagu
Oprasoinal dan Pemelihaaran kantor dan Belanja Pegawai yang sudah minus diakhir tahun,
dan selanjut revisi ke 7 (tujuh) revisi administrasi berupa update Halaman Il DIPA dan
penyamaan data hasil revisi POK Sehingga secara keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri
Kisaran mengalami 7 (tujuh) kali revisi.

Adapun realisasi terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:
BELANJA PEGAWAI
REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp - % R

NO REVISI PAGU DIPA ‘

—

1 4.196.018.000,- 91,73 346.719.397

3.849.298.603, -

Rincian Realisasi Belanja Pegawai :

Pagu Belanja Realisasi Belanja

Rp

Rp

1 | Belanja Gaji Pokok PNS 1.681.010.000,- 1.678.992.360,- 99,87
2 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.000,- 25.043,- 92,75
3 | Belanja Tunjangan Suami/lstri PNS 136.144.000,- 136.292.534,- 100,10
4 | Belanja Tunjangan Anak PNS 36.450.000,- 36.480.256,- 100,08
5 | Belanja Tunjangan Struktural PNS 36.400.000,- 36.400.000,- 100
6 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.663.510.000,- 1.661.895.000,- 99,90
7 | Belanja Tunjangan PPH PNS 197.544.000,- 197.561.870,- 100,09
8 | Belanja Tunjangan Beras PNS 82.345.000,- 82.341.540,- 99,99
9 | Belanja Uang Makan PNS 312.048.000,- 309.650.000,- 99,23
10 | Belanja Tunjangan Umum PNS 50.540.000,- 19.310.000,- 38,20

Total 4.196.018.000,- 3.849.298.603,- 91,73
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Belanja Barang:

NO PAGU DIPA
]

1 1.277.425.000,-

BELANJA BARANG

REALISASI/PELAKSANAAN

1.254.736.657

Rp

98,22

%

SISA SD SAAT INI

Rp

22.688.343

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2020:

Uraian

Pagu Belanja
Rp

Realisasi Belanja

Rp

1. | Belanja Barang Operasional 529.173.000,- 526.433.111,- 99,48
2. | Belanja Perjalanan Dalam Negeri 41.141.000,- 40.759.000,- 99,07
3. | Belanja Barang Persediaan 70.460.000,- 70.406.500,- 99,92
4. | BelanjaJasa 184.320.000,- 167.199.841,- 90,71
5. | Belanja Pemeliharaan 452.331.000,- 449.938.205,- 99,47

Jumlah 1.277.425.000,- 1.254.736.657,- 98,22

Belanja Modal:

BELANJA MODAL
SISA SD SAAT
INI
Rp
33.540,-

PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN

Rp

Rp
324.966.460,-

%
99,99

Pagu Belanja
Rp
325.000.000,-

Realisasi Belanja
Rp
324.966.460,-

Uraian

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

99,99

Jumlah 325.000.000,- 324.966.460,- | 99,99

Manajemen Aset Barang Milik Negara

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran
mengelola aset/ barang milik Negara meliputi :
1. Tanah

Beberapa aset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah

Agung RI cq Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.

16 |Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran



Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Kisaran

Jumlah Bidang  Total Luas Tanah

Tanah (m2)
1 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. | 6 4,229
2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2 5,269

2. Gedung dan Bangunan

Daftar Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran yaitu;

Gedung Bangunan Satuan (Unit)
1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 3
2 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1
3 | Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 1
4 | Rumah Negara Golongan | Tipe C Permanen 12
5 | Pagar Permanen 1
6 | Bangunan Ruang Sidang Anak 1

Dari tabel diatas Pengadilan Negeri Kisaran ada Rehabilitasi Gedung Bagunan yaitu

Ruang sidang Anak yang Anggarannya dari APBD Kabupaten Asahan.

3. Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri Kisaran

per 31 Desember 2020 yaitu :

Kondisi
Uraian Tahun Keterangan
Perolehan . Rusak  Rusak g
ai .
Ringan  Berat
I Jenis Kenderaan
Roda 4
1 Minibus Toyota Kijang 2004 i Rusak i Pinjam pakai dari
" | (BK615V) Ringan Pemkab Asahan
Minibus Toyota Innova . - ..
2. (BK 4V) 2008 Baik - - Milik sendiri
Minibus Toyota Innova . Hibah dari Pemkab
3| (BK 1147 BB) A0 B ) " | Batu Bara
SUV Mitsubishi Pajero . Pinjam pakai dari
4| (BK 1241 V) A0 Bl ) " | Pemkab Asahan
SUV Mitsubishi Pajero . Hibah dari Pemkab
> | (BK 1192 BB) ALl B ) " | Batu Bara
I Jenis Kenderaan
Roda 2
1. | Honda NF125SD 2005 Rusak - BK 2256 V
Ringan
2. | Honda NF125SD 2005 o | Rusak) BK 2257 V
Ringan
3. | Honda NF1255D 2005 e BK 2202 V
ingan
4. | Honda NF125SD 2007 - Rusak - BK 2391V

17 |Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran



Ringan

5. | Honda NF125SD 2008 _ | Rusak ] BK 2763V
Ringan

6. | Honda NF125SD 2008 .| Rusak ] BK 2777V
Ringan

4. Rumah Dinas

Kondisi

Rusak
| Rumah Dinas
1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik - = -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Baik = = -
3. | Rumah Dinas Hakim 8 6Baik | 1RusakRingan | o |
4 Rumah Dinas Panitera 1 Baik = = -
5 Rumah Dinas Sekretaris 1 Baik = = -

5. Sarana/ Prasarana

Sarana/ Prasarana Gedung J(ltjr?]li?)h Keterangan
| | Ruangan
1 | Ruang Ketua 1 Baik
2 | Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 | Ruang Hakim 1 Baik
4 | Ruang Panitera 1 Baik
5 | Ruang Sekretaris 1 Baik
6 | Ruang Sidang 5 Baik
7 | Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik
8 | Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik
9 | Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik
10 | Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
11 | Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata 1 Baik
Laksana
13 | Ruang Perencanaan, Tl & Pelaporan 1 Baik
14 | Ruang Perpustakaan 1 Baik
15 | Ruang Mediasi 1 Baik
16 | Ruang Caucus 1 Baik
17 | Ruang Tunggu Laktasi/Kesehatan 1 Baik
18 | Ruang Teleconference 1 Baik
19 | Ruang Arsip Pidana 1 Baik
20 | Ruang Arsip Perdata 1 Baik
21 | Ruang Tunggu Umum 1 Baik
22 | Ruang/Kantin 1 Sederhana
23 | Ruang Posbakum 1 Baik
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24 | Ruang/Musholah 1 Baik
25 | Ruang Jaksa 1 Baik
26 | Ruang Humas 1 Baik
27 | Ruang PTSP 1 Baik
Il | Ruang Rapat 1 Baik
1 | Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

2 | Mesin Pompa air PMK

3 | Lemari Penyimpan

4 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)

5 | Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)

6 | Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)

7 | Mesin Hitung Manual

8 | Lemari Kayu

9 | Rak Besi

10 | Rak Kayu

11 | Filing Cabinet Besi

12 | Brandkas

13 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box

[HEN
N

Lemari Display

[EEN
a1

Tabung Pemadam Api

[EEN
[op}

CCTV — Camera Control Television System

[EEN
~

Papan Visual/Papan Nama

[EEN
oo

White Board

[EEN
©

Mesin Absensi

N
o

Overhead Projector

N
[

Hand Metal Detector

N
N

Perkakas Kantor Lainnya

= N [\O)
ok IvEIvolo|lwiklalBIRINBiRlainv o

N
w

Meja Kerja Kayu

192

N
~

Kursi Besi/Metal

150

N
(6]

Kursi Kayu

126

N
(o]

Sice

[HEN
N

N
~

Bangku Panjang Besi/Metal

[EEN
IS

N
oo

Bangku Panjang Kayu

a
©

N
(o]

Meja Rapat

w
o

Meja Komputer

w
[

Meja Resepsionis

w
N

Sketsel

w
w

Kursi Fiber Glas/Plastik

w
=

Jam Mekanis

w
(&}

Mesin Pemotong Rumput

w
(ep]

A.C. Split

w
]

Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)

w
(o0}

Kipas Angin

w
©

Televisi

NP N EY = ES DYDY ES

SN
o

Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home
Use))

N

41

Amplifier

-
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42 | Loudspeaker 2
43 | Sound System 2
44 | Wireless 2
45 | Microphone 6
46 | Lambang Garuda Pancasila 2
47 | Gambar Presiden/Wakil Presiden 2
48 | Lambang Instansi 1
49 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3
50 | Analog/Digital Receiver 1
51 | Camera Digital 1
52 | LCD Monitor 1
53 | Pesawat Telephone 11
54 | Facsimile 3
55 | Genset 1
56 | P.C Unit 28
57 | Lap Top 5
58 | Note Book 6
59 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 31
60 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2
61 | Server 1
62 | Router 1
63 | Genset 1
64 | Sound System 1
65 | Kursi Ruang PTSP 6
66 | Termo Gun 1

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran Tahun

2020 hanya mendapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 (satu) buah Genset, dan

dilakukan Revisi Anggaran dikarenakan biaya pembelian Genset sebesar Rp. 259.864.000

(dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan masi

tersisa Anggaran, dan dilakukan Revisi untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai

berikut :
Nama Asset Jumlah | Harga Persatuan Total Harga
(Belanja Modal) (Unit) (Rp) (Rp)
1 | PC Komputer Kepaniteraan 2 12.425.000,- 24.851.000,-
2 | Printer 2 1.424.500,- 2.849.000,-
3 | Genset 1 259.864.000,- 259.864.000,-
4 | Sound System 1 19.992.500,- 19.992.500,-
5 | Kursi Ruang PTSP 6 858.000,- 5.148.000,-
6 | Administrasi Pengadaan 1 1.717.000,- 1.717.000,-
7 | Honorium Panitia Pengadan/Pokja 3 760.000,- 2.280.000,-
8 | Honorium Penerima Hasil Pekerjaan 1 420.000,- 420.000,-
9 | AC 1PK split 1 5.148.000,- 5.148.000,-
10 | Termo Gun 2 1.365.5000,- 2.731.000,-
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PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Pembukuan, Pencatatan, dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
Selama periode tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Kisaran secara rutin dan
kontiniu melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menggunakan
aplikasi Persediaan, SIMAK — BMN, SIMAN, dan SIMANTAP yang merupakan produk
Kementerian Keuangan.

b. Penghapusan Asset /Barang Milik Negara (BMN)
Tidak ada aset yang dihapuskan pada tahun 2020.

c. Revaluasi (Penilaian Kembali) Barang Milik Negara (BMN)
Pengadilan Negeri Kisaran bekerjasama dengan KPKNL Kisaran telah selesai
melaksanakan revaluasi atau penilaian kembali barang milik negara di lingkungan
Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2017. Revaluasi tersebut dilakukan terhadap 8
(delapan) bidang tanah dan 17 (tujuh belas) unit gedung dan bangunan.
Tidak ada lagi kegiatan revaluasi yang dilakukan pada tahun 2020.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

e Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Kisaran

Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019. Tahun 2020 seluruh perkara sudah
didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2020 ada 92 gugatan, 4 bantahan, 12
gugatan sederhana dan 76 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan
Negeri Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/V111/2019 Tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.
Terdapat 25 perkara gugatan dan bantahan yang sudah bersidang secara elektronik/e-
Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan
elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke
pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan
berbiaya ringan yang ditandai dengan telah aktifnya e-court pada tanggal 31 Oktober
2019.
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e Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kisaran

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan
layanan kepada publik, namun sangat diperlukan dalam percepatan proses
Administrasi dalam lingkungan Pengadilan. Hal ini diperkuat dengan adanya
aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI, SIKEP (Sistem
informasi Kepegawaian), SIMAK-BMN, SAIBA, RKAKL, SIMPEG, SIWAS, dan lain
sebagainya, dan Pengadilan Negeri Kisaran juga akan meluncurkan Aplikasi SIPT
(sistem informasi pidana terintegrasi) versi 1.0.

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima, Pengadilan
Negeri Kisaran telah menggunakan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi
tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan
pelayanan yang maksimal, bermartabat transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan
visi dan misi yang telah dicanangkan Mahkamah Agung R.l. Berikut sarana dan
fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Perangkat Lunak

Untuk menunjang sarana dan prasarana, khususnya perangkat keras (hardware)
pada Pengadilan Negeri Kisaran selanjutnya telah dilengkapi dengan beberapa
perangkat lunak (software) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, baik secara
kelembagaan maupun secara personal dari masing-masing aparat peradilan. Berikut
beberapa perangkat lunak (software) yang terdapat pada perangkat keras di Pengadilan

Negeri Kisaran perangkat lunak (software) pada Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2019

Nama perangkat lunak
(software)

tahap pelaksanaan.

Pengadilan Negeri Kisaran

Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran

SIPP/CTS Administrasi perkara
GPP, SAIBA, SAS, PIN Administrasi keuangan
PPSPM,

SAPK, SIKEP Administrasi kepegawaian
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Aplikasi Perpustakaan Dapat membantu petugas pustaka dalam menginventarisir
buku-buku perpustakaan dan memudahkan pengguna
dalam mencari buku-buku yang berada di perpustakaan
Pengadilan Negeri Kisaran. Pada saat ini masih dalam

Aplikasi E-Super Optimalisasi  Penyelenggaraan Administrasi Barang
Persedian melalui Aplikasi Pengajuan Permintaan Barang
Persediaan Berbasis Internet bagi Pegawai di Lingkungan

Aplikasi Silaci Satu Online | Sistem Layanan Cuti, Sakit, dan Surat Tugas Online bagi




7. | Persediaan, SIMAK BMN Administrasi barang milik negara

8. | RKAKL Administrasi Perencanaan Anggaran

9. | Anti Virus Perlindungan terhadap perangkat lunak dan perangkat
keras pada Pengadilan Negeri Kisaran

10 | Mesin EDC Brilink BTN Optimalisasi Pembayaran Biaya Panjar Perkara di
Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran

10. | Aplikasi MIS Monitoring Implementasi SIPP

11. | Aplikasi e-Court Administrasi Pendaftaran Perkara secara Online

12. | Aplikasi Panggilan Sidang | Sistem Layanan Panggilan Sidang kepada para pihak
yang bersidang

13. | Aplikasi PTSP Pendistribusian Surat Masuk melalui Elektronik

14. | Monitor Jadwal Sidang Pengumuman Jadwal Sidang

15. | Aplikasi SIPT Sistem Informasi Pidana Terintegrasi

Selain perangkat lunak yang disebutkan diatas Pengadilan Negeri Kisaran juga

sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga

penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk

mempermudah akses informasi pencari keadilan dan aplikasi perpustakaan secara online

dengan situs perpustakaan.pn-kisaran.go.id untuk dapat meminjam dan membaca buku

pada koleksi pustaka digital yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Aplikasi ini

dapat diunduh langsung di perangkat komputer ataupun handphone/smartphone kita, baik

yang memiliki sitem operasi Android maupun IOS.
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BAB V
PENINGKAT PELAYANAN PUBLIK

e Akreditasi Penjamin Mutu

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan
Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam
lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi 1ISO 9001:2008 dan
diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung,
Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja
sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk
ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi
Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang
unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent —ICPE).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk
mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng
terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna
meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah
Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan
Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan
Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu
pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk
mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu,
yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.
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Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyedian standar
pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan
Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal
29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (Excellent). Setelah itu, pada saat
dilakukan assesmen surveilan pertama pada tanggal 7 Mei 2019 oleh Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan
Umum tanggal 27 November 2019 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai
tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki
diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang
merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus
dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam
perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal
dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua

yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

e Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2019 masih terus melakukan pembenahan
terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat
Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor: 1-
144/KMA/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan
mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi:
peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI

http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan publikasi informasi perkara melalui

aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan
Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Pengadilan.

e Inovasi Pelayanan Publik
Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah mempunyai website dengan nama domain

www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan

situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan
aplikasi perpustakaan secara online dengan situs perpustakaan.pn-kisaran.go.id untuk
dapat meminjam dan membaca buku pada koleksi pustaka digital yang dimiliki oleh

Pengadilan Negeri Kisaran. Aplikasi ini dapat diunduh langsung di perangkat komputer
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ataupun handphone/smartphone kita, baik yang memiliki sitem operasi Android maupun
10S.

Pengadilan Negeri Kisaran juga mempunyan Duta e-court yang bertugas di
Bagian Kepaniteraan Pidana yang akan memandu Advokat dan Masyarakat pencari
keadilan yang akan mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court, Pengadilan Negeri
Kisaran juga mempunyai Inovasi berupa Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019, dan bisa dilihat diwebsite. Informasi
berupa Brosur juga tersedai di ruangan PTSP jika masyakarat datang langsung ke

Pengadilan Negeri Kisaran.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan rutin / reguler  secara kelembagaan adalah dilakukan oleh
Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga oleh
Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan
sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik secara administratif maupun secara tekhnis
peradilan, sedangkan pengawasan dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Kisaran itu sendiri
secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim pengawas bidang
yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 44/SK/KPN/11/2019 tentang Penunjukan
Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB :

1. Koordinator Pengawas / Nelson Angket SH., MH

2. Hakim Pengawas Bidang Perdata / Yohana Timora Pangaribuan, SH., M. Hum.,

3. Hakim Pengawas Bidang Pidana / Nelly Andriany, SH., MH.,

4. Hakim Kimwasmat / Ahmad Adib, SH., MH.,

5. Hakim Humas / Miduk Sinaga, SH.,

6. Hakim Pengawas Bidang Hukum / Antoni Trivolta, SH.,

7. Hakim Pengawas Bidang Keuangan, Umum dan Perpustakaan, Hakim Pengawas

Kepegawaian dan Ortala / Nelly Rakhmasari Lubis, SH., M.H.
8. Boy Aswin Aulia, SH., Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan Serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Secara rutin hasil temuan dari Hakim Pengawas akan dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kisaran untuk dilakukan evaluasi dan menjadi bahan dalam mengambil
tindakan-tindakan yang dianggap penting dan mendesak.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara terbuka kepada
masyarakat luas. Pengadilan Negeri Kisaran telah menyediakan sarana dan prasarana kepada
siapa saja untuk mengajukan laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan
perorangan apara peradilan, baik secara tertulis maupun secara elektronik. Semua laporan dan

pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Proses dan mekanisme pelaporan dan pengaduan telah disosialisasikan secara terbuka

di papan pengumuman dan tempat publikasi lain di Pengadilan Negeri Kisaran.

B. EVALUASI
Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat intern terkait
pembahasan hasil kinerja aparat peradilan, sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri
merupakan bagian dari tupoksi Pengadilan Negeri Kisaran yang finalisasi dari evaluasi
itu sendiri nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Kisaran. Secara
rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan minimal satu kali dalam
satu bulan, yaitu dalam rapat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta dalam rapat bulanan

yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.
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BAB V11
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan
Negeri Kisaran tetep melanjutkan program-program yang telah berlangsung pada Tahun
2014 dimana Mahkamah agung RI mulia giat menggalakkan teknologi informasi disegala
bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretaritan.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya
manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Kisaran yang ada
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2020.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan Kinerja yang berkualitas pada
Pengadilan Negeri Kisaran terutama untuk mendukung IT diperlukan infrastruktur yang
berbasis teknologi dan SDM yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima
akan maksimal dan berkualitas lebih.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan isi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana teruat
dalam uraian sebelumnya, maka dalam menghadapi tahun angaran 2021 Pengadilan Negeri
Kisaran berharap ada perbaikan sehingga dapat menunjang sistem sesuai visi dan misi
yang telah ditetapkan, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (1T);
2. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
3. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembagunan Sarana
Prasarana.
4. Menambah jumlah pegawai.
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran ini

kami buat sebagai pertangungjawaban.

____ KETUA
PENGADILAN NEGERI KISARAN

‘

Dr. Ulina Marbufs, S.H. M.H..

29 |Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kisaran



LAMPIRAN

Rapat Rutin Bulanan
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;. \
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Dr.Ulina Marbun,S.H.,M.H beserta Sitasya Duta e-Court Nida Syafwani Nasution, S.H dan Satgas
SIPP Pengadilan Negeri Kisaran Yunita Aquarisa, S.T menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi e-Court Upaya Hukum Banding
Online di Pengadilan Tinggi Medan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan beserta seluruh Hakim Tinggi, Hakim Ad.hoc,
Seluruh Panitera Pengganti, Panitera Muda Perdata dan Staf serta Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Medan.
Materi e-Court Upaya Hukum Banding Online sampaikan langsung oleh oleh Sitasya Duta e-Court Pengadilan Negeri Kisaran Nida

Syafwani Nasution, S.H.

h

=

Syukuran sebagai Finalis Lomba PTSP dan Peringkat ke-2 Evaluasi Implementasi SIPP
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Pembagian Seragam kepada Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kisaran
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Kegiataan ramah tamah Pengadilan Negeri Kisaran dengan Pengadilan Tinggi Medan
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KEGIATAN TES URINE
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B

Swab Test di Dinas Kesehatan di Pengadilan Negeri Kisaran
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Acara Syukuran Keluarga Besar Pengadilt;n Negeri Kisaran atas Pencapaian Kinerja SIPP
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